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Abstract 
This study discusses polygamy rate policy set by the Regent of  East Lombok as 
one revenue. It is known that Republk Unitary State of  Indonesia based on Pancasila 
and the Constitution of  1945, both of  which are the basis of  the highest in the state 
constitution Indonesia. After the reform in 1998, was born the Law No. 22 of  1999 
and Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. This Act gives effect to the 
regions in Indonesia. So there is a new law called local regulations (Perda). The presence 
of  the executive branch and the legislature named regent named DPRD. The local 
government tried to create legislation that is based on Pancasila and the 1945 
Constitution which considers the potential and regional interests necessarily. After doing 
research, we concluded that the East Lombok decree No. 26 of  2014 on the 
Implementation of  Regional Regulation No. 3 of  2013 in accordance with the purpose 
of  siyasah jurisprudence. Because the East Lombok Regent Regulation contains the 
values the benefit of  society and the prevention of  damage which are elements in the 




Penelitian ini membahas tentang Kebijakan tarif  poligami yang ditetapkan oleh 
Bupati Lombok Timur sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Diketaui bersama 
bahwa Negara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara 
Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. 
Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya 
lembaga eksekutif  bernama Bupati dan lembaga legislatif  bernama DPRD. 
Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 
1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu. Setelah 
dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur 
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Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok 
Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari 
kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut 
melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Tarif  Poligami, Siyasah 
 
A. Pendahuluan 
Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas 
dari apa yang disebut dengan kebijakan publik. Sering kita temukan 
sebuah kebijakan publik dalam berbagai bidang. Seperti kebijakan sosial, 
kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain sebagainya. Tingkat 
keberhasilan yang dicapai oleh kebijakan publik sangat beragam. 
Adakalanya kebijakan yang berhasil dilakukan, tidak sedikit juga kebijakan 
yang hanya sebagai wacana yang tidak terlaksana, bahkan ada pula 
kebijakan yang justru menimbulkan konflik. Kebijakan publik dapat 
berupa undang-undang, peraturan pemerintah provinsi, peraturan 
pemerintah kota dan keputusan walikota/bupati.1 Dan bahkan pernyataan 
pemerintah termasuk dalam sebuah kebijakan publik. 
Melihat urgensi dari kebijakan tersebut, kebijakan publik merupakan 
segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 
sehingga sikap pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan 
publik tergolong dalam sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai 
pengaruh terhadap publik.2 Selain itu, kebijakan publik merupakan 
langkah pemerintah untuk mengantisipasi masalah di masa mendatang dan 
atau sebuah upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang 
telah terjadi di masyarakat. 
Luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik, 
mendorong pengambilan kebijakan tersebut untuk diambil sebijak 
mungkin. Pemerintah selaku pencetus dari kebijakan publik tersebut 
dituntut untuk bijak dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga 
implikasi dari hasil penerapan kebijakan tidak akan menimbulkan 
                                                          
1 Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/04/M.PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi,implementasi, evaluasai 
kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembagan pemerintah pusat dan daerah.  
2 AG. Subarsono, Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005),  hlm. 2. 
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permasalahan yang baru. Salah satu permasalahan di masyarakat yang 
sampai saat ini masih menuai respon pro dan kontra adalah permasalahan 
poligami di kalangan para pegawai negeri sipil (PNS). Secara sekilas, 
poligami merupakan sebuah permasalahan pribadi bagi setiap anggota 
keluarga. Bahkan poligami menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan 
didalam lingkup keluarga. Hal ini merupakan isu yang sangat sensitif  jika 
di ungkapkan di dalam ranah publik sehingga pemerintah mengeluarkan 
PP No. 10 Tahun 1983 tentang  izin perkawinan dan perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 42 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawainan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari satu, 
harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya. Pegawaai Negeri Sipil 
wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua atau ketiga keempat dari 
Pegawai Negeri Sipil. Permintaan izin ini diajukan secara tertulis dengan 
mencantumkan alasan yang lengkap yang medasari permintaan izin 
tersebut.3 Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih 
dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang 
dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-
syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat harus 
meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang 
mengajukan permintaan izin tersebut atau pihak lain yang dipandang 
dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil 
keputusan, pejabat memanggil pegawai sipil yang bersangkutan sendiri 
atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.4 
Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi 
sekurang-kurangnya salah satu dari ketiga syarat alternatif  dan ketiga 
syarat kumulatif. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 
1983 dan dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara (BAKN) No. 08 (SE) 1983 terdiri dari : 
1.  Syarat alternatif. 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau 
                                                          
3 Pasal 4 Peraturan Penerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
4 Pasal 9. 
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rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga 
ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, 
baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak 
dapat disembuhkan, dalam arti bahwa isteri mendapat 
penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter pemerintah; atau 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter. 
2. Syarat kumulatif. 
a. Adanya persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri 
pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Apabila isteri Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua 
isterinya membuat persetujuan secara ikhlas. Surat persetujuan 
tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan serendah-rendahnya pejabat Eselon IV. 
b. Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan mempunyai 
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri 
dan anaknya yang dibuktikan dengan keterangan pajak 
penghasilan. 
Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
bahwa dia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.5  
Namun berbeda dengan langkah bupati Ali bin Dahlan, Bupati Lombok 
Timur, dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat dikatakan sangat 
kontrofersial. Yaitu sebuah kebijakan yang mengatur perijinan poligami 
dikalangan PNS yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 26 tahun 2014 
Tentang Kewajiban PNS di Kabupaten Lombok Tiumur yang ingin 
berpoligami untuk membayar retribusi sebesar Rp 1.000.000,- (sejumlah 
satu juta rupiah). Pro dan kontra bukan saja diramaikan oleh media cetak 
dan elektronik di Lombok, tetapi juga menarik perhatian koran dan 
televisi nasional. Metro TV malah menayangkan berita tersebut berulang-
ulang. Hal senada juga Nampak pada beberapa anggota PNS yang 
mengaggap bahwa peraturan bupati ini merupakan sebuah peraturan yang 
melecehkan harkat martabat bagi seorang perempuan. Dengan ini, dapat 
                                                          
5 Pasal 10 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 
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dikatakan bahwa setelah kebijakan bupati yang berupa peraturan bupati ini 
di implementasikan, justru mendapat berbagai ragam respon dari 
masyarakat, entah berupa respon positif  dan bahkan respon negatif  yang 
justru akan memicu terjadinya konflik baru. 
Di sisi lain, Ali bin Dahlan juga ingin memperkuat dukungan 
terhadapnya pada pemilihan bupati Lombok Timur periode selanjutnya. 
Karena alasan tersebut penulis mengaggap bahwa kebijakan Ali bin 
Dahlan yang tertuang dalam Perbup No. 26 Tahun 2014 merupakan 
sebuah upaya politik tokoh agar popularitas lebih dikenal di kalangan 
masyarakat. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dengan adanya 
peraturan yang kontroversial tersebut akan mempengaruhi ketenaran 
bupati dan dapat dimungkinkan tokoh tersebut akan mendapatkan suara 
terbanyak dalam pemilihan bupati berikutnya. Salah satu faktor pendorong 
kemungkinan Ali bin Dahlan akan terpilih kembali menjadi Bipati 
Lombok Timur periode selanjutnya adalah banyaknya pendukung Ali bin 
Dahlan dari kalangan para pegawai negeri sipil yang setuju dengan adanya 
Perbup yang mengatur peizinan poligami bagi kalangan PNS. Munculnya 
fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan obyek penelitian, oleh 
karena itu penyusun tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk 
penelitian skripsi. Alasan penyusun memilih mengadakan penelitian ini di 
Lombok Timur adalah karena persoalan persoalan yang akan diteliti ada di 
wilayah Lombok Timur. 
 
B. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 
tentang pemerintah daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintah 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugas 
pembuatan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indinesia 
Tahun 1945. Menurut definisi pemerintahan daerah seperti yang telah 
dijelaskan di atas, maka yang dimaksud pemerintah daerah adalah 
penyelenggara daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas desentralisasi. Unsur penyelenggara pemerintah daerah 
adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah. 
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar 
untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta 
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mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sekarang Pemerintah daerah 
tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan 
yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu 
diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat 
daerah atau lokal.6  
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk 
Kabupaten/ kota mempunyai wewenang untuk: 
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. Penanganan dibidang kesehatan; 
f. Penyelenggaraan pendidikan; 
g. Penanggulangan masalah sosial; 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
j. Pengendalian lingkungan hidup; 
k. Pelayanan pertanahan; 
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan.7 
Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah 
sangatlah komleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam 
berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk 
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem 
pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari dari 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan 
                                                          
6 Syaukani, Dkk., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2002), hlm. 144. 
7 Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 
(1). 
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profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2), segala hal urusan 
pemerintah daerah secara nyata dilaksanakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan 
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.8 Berdasarkan Undang-
undang No 32 Tahun 2004, Pemberian wewenang otonom terhadap 
pemerintah daerah memiliki empat tujuan. 
a. Otonomi daerah bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat  
dengan cara menyalurkan anspirasi masyarakat kedalam program-
program pembangunan. 
b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam 
berbagai kebutuhan masyarakat. 
c. Meningkatkan pasrtisipasi dan menumbuhkan kemandirian 
masyarakat untuk tidak terlalu banyak bergantung terhadap 
pemberian pemerintahdalam proses pertimbuhan daerah 
sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. 
d. Mensukseskan pelaksana program pembangunan guna 
tercapainya kesejahteraan yang makin meningkat.9 
Konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang dalam 
Undang-undang No.32 tahun 2004 tersebut,10 diharapkan agar 
penyelenggara pemerintah daerah dapat melaksanakan percepatan 
pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih 
sederhana dan cepat. Pengertian otonomi daerah (desentralisasi) 
sebenarnya bisa diartikan dalam berbagai cara, tergantung perspektif  dari 
masing-masing pengamat. Beberapa mendefisinikan otonomi daerah dari 
perspektif  ekonomi, sementara yang lain mengintrepresentasikan otonomi 
daerah dari perspektif  politik.11 
                                                          
8 Ibid., Pasal 14 ayat (2). 
9 Lihat dalam penjelasan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
10 Pasal 11 Ayat (1). 
11 M. Mas’ud Said, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, (Malang: UMM Pres 
2008), hlm. 5. 
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Menurut R.G. Kartasapuetra12, desentralisasi diartikan sebagai 
penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan 
rumah tangga. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan 
kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintah, untuk 
mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
pemerintah di daerah.  
Hal ini memiliki keserupaan dengan definisi desentralisasi yang 
disampaikan oleh E. Koswara.13 Menyatakan bahwa desentralisasi adalah 
sebagai proses penyerahan urusan pemerintah yang semula termasuk 
wewenang pemerintah pusat kepada badan atau pemerintah daerah agar 
menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih 
kepada dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 
 
C. Biografi Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 
Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten diantara 
sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di 
sebelah timur Pulau Lombok, dengan letak geografis antara 116°-117° 
Bujur Timur dan 8°- 9° Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 
km2, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan 
seluas 1.074,33 km2 (40,09 %).14 
Secara administratif  Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 
Kecamatan, 13 kelurahan, 106 Desa, 772 lingkungan/dusun dengan batas 
administrasi sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara         : Laut Jawa  
2) Sebelah Selatan      : Samudra Indonesia  
3) Sebelah Barat         : Kabupaten Lombok Tengah 
4) Sebelah Timur        : Selat Alas  
Berdasarkan topografi wilayahnya, Kabupaten Lombok Timur 
terletak pada ketinggian antara 0-3.726 meter di atas permukaan laut 
                                                          
12 R.G Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 
hlm. 87, 89. 
13 E. Koeswara. Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. (Jakarta: 
Yayasan PARIBA, 2001), hlm. 17. 
14Lihat di http://www.pemda.lotim.go.id/ acces 1 April 2015 at:11.44 WIB . Hasil 
wawancara peneliti dengan Muh. Fauzan Kepala Bidang Penelitian Stastik dan Pelaporan 
BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur Pada hari selasa 04/04/2015 pukul 17.00-18.30 
WITA. 
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dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari klas kemiringan lereng 
antara 0-2 % sampai kelas kemiringan lereng lebih dari 40%. Hasil 
perhitungan BPN Kabupaten Lombok Timur menetapkan bahwa: 
1) Kelas kemeringan lereng antara 0-2 % adalah berupa daerah 
dataran yang tersebar di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan 
Haji dan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 25.760 
Ha;  
2) Kelas kelerengan antara 2-15% tersebar di Kecamatan Sakra, 
Sakra Barat, Sakra Timur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, 
Wanasaba, Suela dan Sambalia dengan luas wilayah keseluruhan 
mencapai 96,763 Ha; 
3) Kelas kelerengan antara 15-40% mencakup Kecamatan Suela dan 
sebagian wilayah Kecamatan Sembalun. 
4) Kelas kelerengan lebih dari 40% meliputi daerah Pegunungan 
rinjani dengan luas wilayah mencapai 13.810 Ha. 
Jenis tanah di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri atas: 
1) Jenis Aluvial  
2) Regosol  
3) Grumosol 
4) Mediteran 
5) Asosiasi Litosol 
6) Litosol Coklat kemerahan. 
Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan 
yang ada diperoleh gambaran sebagai berikut:15 
a) Tanah jenis Grumosol tersebar di Kecamatan Keruak, Jerowaru, 
Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, 
Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian 
Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 Ha (23,93%) dari 
seluruh luas Kabupaten Lombok Timur.  
b) Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas Grumosol 
18.462 Ha (11,50%), sedagkan Kecamatan Sukamulia dan 
Suralaga hanya 23 Ha.  
Seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lombok Timur 
juga beriklim tropis yang ditandai dengan dua musim yaitu musim panas 
dan musim penghujan. Curah hujan rata-rata sebesar 1882 mm/tahun 
dengan jumlah hari hujan perbulan 15 hari. Adapun Kecamatan yang 
                                                          
15Ibid.  
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basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela, Sembalun, 
Masbagik Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah kering adalah 
Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata 1.080 
mm/tahun. 
 
D. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 
a. Rumusan Kebijakan Bupati Lombok Timur  
Masyarakat di Lombok Timur sangat kental dengan agama 
Islam bahkan daerah Lombok Timur disebut sebagai “Seribu Masjid”, 
hal ini dikarenakan banyaknya masjid yang dibangun di dareah 
tersebut. Ulama besar yang menjadi panutan bagi masyarakat 
Lombok Timur disebut sebagai Tuan Guru. Selain sebagai ulama 
besar, julukan Tuan Guru juga menandakan bahwa ulama tersebut 
merupakan ulama yang telah mengenyam pendidikan di Timur 
Tengah. Masyarakat Lombok Timur sangat mengagumi seorang Tuan 
Guru. Apapun yang dilakukan Tuan Guru, maka masyarakat akan 
meneladaninya. Sebagian besar Tuan Guru di Lombok Timur 
memiliki isteri lebih dari satu orang. Masyarakat menganggap bahwa 
Tuan Guru yang memiliki isteri lebih dari satu maka stratanya akan 
semakin tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang mengikuti apa yang 
dilakukan Tuan Guru yaitu berpoligami. 
Melihat kondisi sosial masyarakat Lombok Timur dengan 
kebiasaan para suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang, 
sangatlah dirasa perlu adanya kebijakan seorang pemimpin bijak 
untuk memberikan kebijakan dan melakukan perlindungan terhadap 
martabat para wanita di masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut 
tentunya harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat Lombok 
Timur itu sendiri. Secara umum, jumlah laki-laki yang mengenyam 
pendidikan jauh lebih banyak dibanding wanita. Sehingga tidak heran 
jika masih banyak para wanita di Lombok Timur yang masih buta 
huruf. Kondisi ini tentu sangatlah memperihatinkan. Padahal, 
masyarakat Lombok Timur banyak yang sudah tergolong mampu 
untuk menyekolahkan anak perempuannya. Banyaknya para wanita 
yang masih buta huruf  menjadi salah satu faktor para suami 
melakukan poligami. Banyak suami meminta tanda tangan kepada 
isteri pertamanya dengan dalih untuk persetujuan pembelian tanah 
atau dalih lain. Padahal dalam kertas yang ditanda tangani si isteri 
tersebut berisikan pernyataan persetujuan si isteri untuk dipoligami. 
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Alasan-alasan tersebut yang melatarbelakangi kebijakan 
Peratuan Bupati Lombok Timur tentang perizinan berpoligami yang 
merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagi lembaga eksekutif  
yang memiliki konsentrasi kekuasaan besar yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat. Tindakan-tindakan perlindungan 
terhadap kaum wanita, pencegahan suap pejabat merupakan beberapa 
tugas yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Tentang Tinjauan 
mengenai penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) juga 
berkenaan dengan cabang-cabang kekuasaan Negara yang lain, seperti 
pembentukan undang-undang, yaitu bagaimana membuat suatu 
produk hukum yang baik sehingga dapat berfungsi untuk 
menggerakkan roda pemerintahan. Oleh karena itu Lampiran tentang 
besaran tarif  Perizinan Perkawinan Kedua (poligami) yang tertuang 
dalam Perbup No. 26 Tahun 20014 dibuat dalam rangka menjaga dan 
melindungi martabat wanita, meminimalisir tindakan poligami bagi 
PNS serta mencegah tindak suap pejabat. 
 
b. Tujuan Kebijakan 
Kebijakan Bupati Lombok Timur tentang perizinan 
perkawinan kedua (poligami) merupakan salah satu kebijakan yang 
dibuat untuk beberapa tujuan, di antaranya adalah melindungi 
martabat wanita. Mengingat banyaknya wanita di daerah Lombok 
Timur yang masih buta huruf, manjadi salah satu faktor yang memicu 
banyaknya para suami yang membohongi isteri pertamanya agar dapat 
memperoleh izin untuk melakukan poligami. Banyak kasus para 
suami meminta tanda tangan kepada isteri pertamanya dengan dalih 
untuk persetujuan pembelian tanahatau yang dalaih lain. Tentu saja si 
isteri mau menandatangani kertas tersebut, karena si isteri buta huruf. 
Padahal dalam kertas yang ditanda tangani si isteri tersebut berisikan 
pernyataan persetujuan si isteri untuk dipoligami. Tujuan yang kedua 
adalah meminimalisir tindakan poligami bagi PNS di daerah Lombok 
Timur. 
Tujuan yang ketiga adalah mencegah tindak suap terhadap 
para pejabat. Mengingat ketatnya aturan dan prosedur untuk 
memperoleh izin berpoligami, membuat banyak para suami yang 
ingin berpoligami menggunakan jalan pintas yaitu dengan cara 
menyuap para pejabat yang berwenang memberikan izin untuk 
berpoligami. Hal ini dikarenakan agar mudah dan cepat memperoleh 
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izin berpoligami tanpa melalui aturan dan prosedur yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yang mengatur poligami yaitu: 
 
Pasal 3 
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. 
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
Pasal 4 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai 
isteri; 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 5 
(2) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak 
mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
(3) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya 
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
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c. Implementasi Kebijakan 
Secara umum istilah “kebijakan” atau “politik” digunakan 
untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang 
pejabat,suatau kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau 
suatau aktor dalam bidang tertentu. Salah satu definisi mengenai 
kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan 
bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisika sebagai 
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Dalam 
pengertian lain Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik 
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak 
dilakukan.16 
Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud di sini adalah 
kebijakan Bupati Lombok Timur No. 26 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.17 Kebijakan tersebut lahir 
sebagai kebijakan yang mengatur tentang pendapatan asli daerah 
Lombok Timur. Dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang 
mengatur tentang izin perkawinan kedua (poligami) dengan 
membayar retribusi sebesar Rp 1.000.000,-/orang. Adapun isi 
lampiran tersebut berbunyi:  
e. Surat izin:18 
- Izin Belajar/Tugas Belajar  Rp 50.000,-/ Orang Penetapan 
Keputusan 
- Izin Perceraian Rp 450. 000,-/Orang Penetapan 
Keputusan 
- Izin Perkawinan Kedua (Poligami) 1.000.000,00/Orang 
Penetapan keputusan. 
Isi lampiran tersebut menjadi peraturan yang sangat 
kontroversial hingga banyak mengundang perhatian dan sorotan dari 
berbagai lapisan masyarakat dan media televisi. Masyarakat 
menganggap bahwa Perbup tersebut mendukung adanya tindak laku 
poligami. Apalagi dengan besarnya retribusi yang harus diberikan 
                                                          
16 Budi Wiranto, Kebijakan Publik dan Proses, (Yogyakarta:  Media Press, 2007), 
hlm. 16-17 
17 Lampiran perda nomor 26 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan daerah 
nomor 3 tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah 
18 Lampiran perda nomor 26 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan daerah 
nomor 3 tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asali daerah. 
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untuk memperoleh izin berpoligami yang hanya sebesar Rp 
1.000.000,-/orang dirasa oleh masyarakat sangat merendahkan 
martabat wanita di Lombok Timur. 
Di sisi lain, Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur 
mengatakan bahwasannya adanya aturan tersebut bertujuan untuk 
melindungi kaum wanita yang tidak ingin dipoligami oleh suami, 
menjaga martabat kaum wanita, mempersulit tindakan poligami bagi 
PNS dan mencegah tindak suap kepada apara pejabat oleh para suami 
yang ingin mendapatkan izin untuk melakukan poligami.19  
d. Politik Islam Terkait dengan Kebijakan Bupati Lombok 
Timur 
Menurut Ali Syari’ati, secara sosiologis, masyarakat dan 
kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Ia 
berkeyakinan bahwa ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber 
munculnya berbagai problem berbagai problem masyarakat, bahkan 
masalah kemanusiaan secara umum. Menurut Syari’ati, pemimpin 
adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, karena tanpa pemimpin 
maka umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi.20 
Terkait kebijakan politik dalam kepemimpinan Islam 
menekankan secara garis besar kepada kearifan untuk berbuat adil 
terhadap sesama. Bagi seorang pemimpin berbuat adil dengan tidak 
adanya sekat antar berbagai golongan merupakan itikad seorang 
pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik menurut Islam 
secra garis besar ialah pemimpin yang tahu akan kebutuhan 
masyarakatnya. 
Seorang pemimpin haruslah berbuat adil terhadap rakyatnya 
dan memperdayakan rakyatnya. Menggunakan keadilan ialah 
berperilaku memimpin yang selaras dengan syari’at Islam. Maksudnya 
ialah melakukan keadilan sesuai syari’at dengan keadilan yang 
proposional. Syariat Islam tidak mengartikan adil dengan sama jumlah 
dan kuantitasnya, melainkan keadilan yang disesuiakan dengan fungsi 
dan kebutuhan masyarakat. Islam mempunyai konsep tersendiri 
dalam menegakkan keadilan, misalnya dengan hibah, zakat, sedekah, 
dan berperilaku adil bagi seluruh elemen masyarakt. 
                                                          
19 Hasil wawancara dengan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan.  
20 Khairul Anam, Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer, (Yogyakarta: Ide 
Pustaka, 2009), hlm. 8. 
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نا الله اي مكرم نا ؤت اود لاا تنم ىلا اهلها اذاو متمكح نيب سانلا نا امكحت اب لدعل نا 
الله امعن مكظعي هب نا الله ناك اعيمس اريصب 21  
Ayat tersebut secara implisit memerintahkan semua makhluk 
hidup terutama bagi seorang pemimpin untuk berperilaku adil dan 
melaksanakan amanat rakyatnya dengan baik. Dalam mencapai 
kesejahteraan sosial, sebuah negara ataupun suatu kawasan tidak 
hanya membutuhkan pemimpi yang baik. Lebih dari itu ialah 
ketersinimbagungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. 
Salah satu tindakan yang dapat diuraikan dalam konsep 
kebijakan kepemimpinan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan 
terkait dengan Perbup No. 26 Tahun 2014 ialah memperketat aturan 
bagi para PNS laki-laki yang ingin berpoligami, melindungi kaum 
wanita di Lombok Timur. 
Konsep keadilan sebagaimana disebutkan ayat tersebut 
termanifestasi pada pelaksanaan pembangunan kesejahteraan 
masyarakat secara utuh berbasis kebijakan manusiawi. Barangkali 
kepemimpinan Ali Bin Dahlan secara utuh tidak mewakili syari’at 
Islam secara menyeluruh, namun demikian secara tidak langsung 
pembangunan relasi sosial yang baik berhubungan dengan konsep 
keadilan dalam Islam, yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya. 
 
e. Kontroversi Lahirnya Peraturan Bupati Lombok Timur 
Dengan adanya peraturan Bupati ini, terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengecam peraturan yang 
mengizinkan pegawai negeri sipil berpoligami asal membayar Rp 1 juta. 
Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. dia menolak 
peraturan Bupati Lombok Timur tersebut dengan alasan kebijakan itu 
merendahkan martabat perempuan. Peraturan tersebut juga dapat 
disalahgunakan dalam kejahatan penyelundupan manusia (trafficking).22 
Salah satu staf  PNS dilingkup Pemkab Lombok Timur Bq. Mariatun 
mengungkapkan menolak adanya peraturan Bupati terkait adanya 
pembayaran satu juta rupiah bagi PNS yang poligami.  
                                                          
21 An-Nisa’(04): 58 
22 http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/16/058614680/linda-gumelar-
kecam-aturan-poligami-lombok-timur. akses pada 10 Juni 2015. 
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“Penerapan peraturan berpoligami bagi PNS bukan mengurangi 
korupsi, malah menambah kasus korupsi.”23 
Menurutnya tujuan pembayaran untuk berpoligami akan 
mengurangi korupsi bertolak belakang apabila diterapkan. Bahkan hal ini  
berpeluang menimbulkan korupsi baru baik dilingkungan keluarga 
maupun pemasukkan ke PAD. Diterapkan Perbub tersebut menurutnya 
pembayaran untuk berpoligami harus lebih besar untuk membela kaum 
perempuan. Hal senada juga diungkapkan seorang guru berstatus PNS 
Hadijah. Menurutnya jumlah uang satu juta tidak harganya dengan 
keputusan berpoligami yang sebagian besar perempuan  tidak 
menerinanya. 
“Satu juta rupiah itu tidak cukup, dibandingkan dengan sakitnya 
perasaan perempuan yang dipoligami.”24 
Diungkapkannya meski dalam agama melegalkan adanya poligami 
namun sesuia dengan aturan kepegawaian harus terdapat izin dari istri 
pertama.25 Wakil Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Haerul Warisin mengatakan pungutan biaya Rp 1 juta bagi pegawai negeri 
sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang 
akan melakukan poligami, tetap diberlakukan. Dalam Peraturan Bupati itu 
antara lain disebutkan, PNS di Lombok Timur yang mengajukan izin 
melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi senilai 
Rp 1 juta. Menurut Haerul, biaya poligami itu dimaksudkan sebagai denda. 
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak ingin menghimpun dana 
semacam itu untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).26 
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 
Lombok Timur Najamudin mengatakan, aturan ini merupakan salah satu 
upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menggali potensi 
yang ada di daerah guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui 
pendapatan lain-lain yang sah. Untuk diketahui ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi oleh PNS yang ingin berpoligami. Pertama adalah syarat 
alternatif  dan kedua adalah syarat kumulatif. Untuk lebih jelasnya dapat 
membaca artikel Syarat Berpologami Bagi PNS. Untuk itu Aparatur Sipil 
                                                          
23 Wawancara dengan Baiq Mariatun pada tanggal  
24 Hasil wawancara dengan Hadijal pada tanggal 
25 http://rrimataram.com/perbub-poligami-di-lombok-timur-menuai-
kontroversi/ akses 10 Juni 2015 
26 http://nasional.tempo.co/read/news2014/10/14/058614258/biaya-poligami-
rp-1-juta-di-lombok-timur-tetap-berlaku akses pada 11 Juni 2015. 
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Negara (ASN) yang ingin berpoligami harus berpikir panjang terkait 
syarat-syarat yang harus dipenuhinya.27 
 
E. Analisis Kebijakan Bupati tentang Persyaratan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil untuk Berpoligami di Lombok Timur 
Dalam analisis ini, kebijakan publik dinilai sebagai sebuah rangkaian 
alur dari proses kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik dilihat dari 
satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara 
berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk.28 Proses 
dari kebijakan publik pada dasarnya berawal dari sistem politik dengan 
mengandalkan pada masukan (input) yang mempengaruhi aktor politik 
(sistem) untuk mengambil sebuah kebijakan yang diputuskan (output).29 
Model ini kemudian dikembangkan dengan pendekatan proses yang 
dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn. Dengan menggunakan pendekatan 
proses tersebut. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, 
yang disempurnakan dengan Undang-Undang proses desentralisasi 
menghendaki kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di 
masyarakat. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemanfaatan dan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna 
dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang 
sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang 
diwujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih 
mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal.  
Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 
dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, pemerintah dan masyarakat 
di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara 
bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak menguasai dengan penuh, 
                                                          
27 http://pemerintah.net/pns-boleh-berpoligami-dengan-membayar-1-juta-
rupiah/ akses pada 11 Juni 2015. 
28 Riant Nugroho, Public Policy, Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan –Proses Perumusan 
Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan 
sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009), 
hlm. 112. 
29 Model sistem merupakan  model proses kebijakan yang paling klasik d 
kembangkan oleh Davi Easton. Untuk memahami pemikiran Easton, dapat disimak pada 
David Easton, Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik, (Jakarta: Bina Aksa, 1984), hlm. 78. 
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namun hanya sebatas memberi arahan, memantau, mengawasi dan 
mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian setiap 
kebijakan nasional harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. 
Implementasi tidak hanya dalam bentuk menterjemahkan kebijakan dalam 
suatu pedoman teknis, tetapi juga dengan memperhatikan berbagai faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Agar pemerintah daerah dapat 
mengimplementasikan Kebijakan nasional diperlukan pemahaman 
terhadap isu strategis yang hendak diaturnya, hal ini terkait dengan 
persepsi dari aparat pemerintah daerah terhadap isu strategis tersebut. 
Tentang persoalan pemahaman pemerintah daerah atau dikenal dengan 
persepsi sebenarnya merupakan bidang psikologis yang memiliki dimensi 
kerumitan tinggi. Pembongkaran kerumitan variabel psikologis berkaitan 
dengan persepsi, sebagaimana sikap dan kepribadian, merupakan 
pekerjaan yang berat dan besar. Persepsi yang sederhananya dimengerti 
sebagai ”proses kognitif  seseorang untuk menafsirkan dan memahami 
lingkungannya” pada intinya merupakan bagian dari tafsiran pribadi. Oleh 
karena itu individu yang berbeda akan memberi makna berbeda terhadap 
obyek yang sama.30 
 
F. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Memperketat Aturan 
Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur 
Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
“Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS 
adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.31 Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS 
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat 
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 
sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
                                                          
30 Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, cet. Ke-1, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 59. 
31 W.J.S Poerwadarminta,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,1986), hlm. 478. 
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Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 
43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur 
aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai 
negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak 
hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu 
melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan 
hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu 
menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan 
rakyat banyak.32 
Sebuah penomena hukum yang bersifat kontradiktif banyak 
bermunculan di Indonesia hari ini. Salah satunya adalah peraturan bupati 
yang menentukan tarif retribusi bagi PNS yang akan berpoligami sebesar 
Rp 1.000.000,-/orang yang meiliki faktor dan latar belakang tertentu. 
Seperti halnya landasan dari proses pembuatan perbup tidak terlepas dari 
aspek yuridis, filosofis, sosiologis dan politis. Secara yuridis, kemunculan 
dari Perbup yang mengatur tentang basarnya tariff retribusi bagi para PNS 
yang akan melakukan poligami merupakan dampak dari adanya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang pemerintah daerah. Terdapat beberapa rancangan peraturan 
bupati Lombok Timur yang mengatur tentang poligami bagi PNS di 
daerah Lotim. Secara folosofis, perbup tersebut dibuat untuk 
memperbarat syarat bagi PNS yang akan melakukan poligami. Secara 
sosiologis, masyarakat di daerah Lombok Timur sudah terbiasa dengan 
perkawinan poligami. Sedangkan faktor politisnya adalah perpoligami di 
angap mengangkat derajat dan martabat si suami yang berpoligami. Pada 
zaman modern, lazimnya tujuan dari negara adalah menyelenggarakan 
kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat demi tercapainnya masyarakat adil 
dan makmur.33 Negara kita memiliki konstitusi yang sudah jelas, walaupun 
kita telah mengenal bebrapa istilah konstitusi.34 Baik konstitusi dalam arti 
                                                          
32 Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
33 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
hlm. 50. 
34Ibid, hlm. 89. 
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materil35, konstitusi dalam arti formil,36 konstitusi dalam arti tertulis,37 
maupun konstitusi dalam arti undang-undang tertinggi.38 
Dalam konteks ini, Bupati Lombok Timur, Ali BD dalam membuat 
kebijakannnya berorientasi pada keadaan sosial masyarakat daerahnya 
untuk mengantisipasi semakin banyaknya para PNS yang melakukan 
poligami, demi menjaga martabat wanita di Lombok Timur dan 
mempersulit tindak laku poligami bagi PNS yang merupakan suatu 
kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kebijakan politik sosial karena 
berorientasi pada kepentingan orang banyak. Hal tersebut dapat “dibaca” 
melalui analisa kebijakan publik dengan determinasi kebijakan, sebuah 
analisis yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan 
untuk siapa kebijakan tersebut dibuat,39 maka kebijakan Bupati Lombok 
Timur tentang besarnya tarif  untuk PNS yang ingin menambah isteri telah 
memenuhi aspek teoritis  maupun praktis. 
Pembuatan kebijakan BupAti Lombok Timur memiliki latar 
belakang yang kompleks, dibuat saat kepungan ancaman politik datang 
dari organisasi masyarakat yaitu Nahdlatu Wathan yang ingin menurunkan 
Ali BD dari kepemerintahannya. Ali BD sendiri berasal dari Nahdlatul 
Wathan yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok 
Timur periode tahun 2003-2008. Pada masa periode pertama beliau 
menjabat sebagai Bupati Lombok Timur, beliau mngeluarkan kebijakan 
salah satunya adalah Perda zakat Nomor 9 Tahun 2002 yang berisi tentang 
pemotongan gaji bagi para PNS untuk zakat sebesar 2,5% dari gaji PNS. 
Kebijakan ini dirasa merugikan bagi para PNS di Lombok Timur. Para 
PNS khususnya guru negeri yang tergabung dengan Perstuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) menentang kebijkan tersebut. Mereka 
menolak kebijakan ini dengan cukup keras yaitu melakukan demo dengan 
cara menduduki kantor bupati Lotim, mogok mengajar, dan juga 
                                                          
35Dalam arti materil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang 
sangat penting dari struktur dan organisasi negar. 
36Dalam arti formil adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus 
istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan yang lain.  
37 Dal arti tertulis adalah bahwa konstitusi itu dinaskahkan tertentu, guna 
memudahkan pihak-pihak lain mengetahuinya. 
38 Dalam arti merupakan undang-undang teringgi adalah baik pembentukan dan 
perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga ia merupakan dasar tertinggi dari 
perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara tersebut. 
39 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 56. 
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membakar 2 mobil pendukung Ali BD. Namun demo tersebut tidak 
membuahkan hasil yang diharapkan sehingga kebijakan tersebut tetap 
dijalankan. Meski mendapat penolakan dari ribuan guru di Lombok 
Timur, kebijakan Ali BD tetap mendapatkan banyak apresiasi dari 
berbagai kalangan. Terlebih banyak lembaga pendidikan dan panti asuhan 
yang mendapatkan dana bantuan dari zakat tersebut. Termasuk banyak 
pengurus Badan Zakat Daerah (Bazda) dari berbagai daerah yang datang 
kepada Ali BD untuk belajar bagaimana cara mengumpulkan dan 
mengelola dana zakat supaya lebih produktif. 
Kemudian ketika masa jabatan bupati Ali BD sudah berakhir, Ali 
BD mencalonkan kembali sebagai Bupati Lotim periode tahun 2007-2013. 
Dalam pemilihan tersebut Ali BD gagal memenangkan pemilu tersebut, 
dan yang memenangkan adalah pasangan Sukiman dan Lutfi yang berasal 
dari organisasi NW. Kekalahan Ali BD dipicu oleh kurangnya dukungan 
dari para PNS. Hal ini dikarenakan kekecewaan para PNS terhadap 
kebijakan Ali BD yang memotong gaji para PNS untuk zakat.  Pada 
pemilihan bupati Lombok Timur periode 2013-2017, Ali BD kembali 
mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur menggandeng 
HaerulWarisin sebagai calon wakil bupati. Berbeda dengan pamilu 
sebelumnya, pada pemilu ini Ali BD memperoleh banyak dukungan dari 
para PNS yang semula kecewa dengan Ali BD, kali ini para PNS kecewa 
dengan kepemerintahan Lutfi yang dikarenakan sulitnya tunjangan yang 
keluar untuk para PNS pada masa jabatan Bupati Lutfi. 
Pada masa jabatannya, Ali BD kembali mengeluarkan kebijakan 
untuk rakyatnya. Salah satu kebijakan Ali BD yang kontroversial adalah 
penentuan besarnya tarif  bagi PNS yang ingin menambah isteri (poligami) 
yaitu sebasar Rp 1.000.000,-/orang. Kebijakan ini membuat isteri-isteri 
para PNS menjadi bimbang. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut 
melecehkan martabat para kaum wanita. Karena uang sebesar Rp 
1.000.000,- bagi PNS bukanlah uang yang banyak. Sehingga timbullah 
demo dari berbagai organisasi masyarakat, aktifis perempuan, dan juga 
mahasiswa terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu, mahasiswa 
Nahdlatul Wathan (NW) juga berunjuk rasa menginginkan agar Ali BD 
turun dari jabatannya.  
Keadaan ini tentulah dimanfaatkan oleh organisasi NW yang 
memang tidak menyukai Ali BD yang berasal dari organisasi Nahdlatul 
Ulama (NU) untuk menurunkan Ali BD dari kepemerintahnnya. NW 
menginginkan kepemerintahan Lombok Timur hanya dipimpin oleh 
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seorang yang berasal dari NW.  NW mengatakan bahwa kebijakan Ali BD 
sangatlah kontroversial dan sangat melecehkan martabat wanita. Selain itu 
NW juga berpendapat bahwasannya kebijakan Ali BD ini hanyalah sebuah 
strategi Ali BD untuk memeras para PNS yang ingin menambah isteri 
(poligami). Melihat banyaknya para pejabat di Lombok Timur dan juga 
para Tuan Guru yang melakukan poligami tanpa dipungut biaya retribusi. 
Ali BD sendiri menepis semua tuduhan terhadap beliau terkait dengan 
Perbup Nomor 26 Tahun 2014. Ali BD mengatakan bahwasannya Perbup 
tersebut dibuat bukan untuk menganjurkan atau mempermudah PNS 
untuk berpoligami. Kebijakan tersebut justru dikeluarkan untuk semakin 
memperberat syarat bagi seorang PNS yang berhasrat menambah isteri. 
Ali BD juga menjelaskan bahwa Perbup tersebut tetap mengau kepada 
aturan-aturan di atasnya yang dikeluarkan oleh Depdagri tentang 
ketentuan dan syarat bagi seorang PNS untuk biasa melakukan poligami.40 
Dengan adanya Perbup tersebut, Ali BD justru menambah beban 
bagi PNS yang ingin berpoligami untuk membayar retribusi kepada daerah 
sebesar Rp 1.000.000,-/orang. Ali BD sendiri mengakui bahwa bahwa bagi 
kalangan PNS uang sebesar Rp 1.000.000,- bukanlah uang yang terlalu 
besar, tetapi bukan berarti melecehkan kaum wanita di Lombok Timur. 
Yang sulit justru syarat-syarat untuk bisa melakukan poligami yang telah 
dibuat oleh pemerintah pusat. Sementara itu, jika dilihat dari pendekatan 
kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga 
melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Penyediaan 
pelayanan sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat, termasuk dalam perlindungan terhadap kaum wanita.  Dengan 
demikian kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik suatu 
negara (pemerintah) yang bersifat adil dan tidak menimbulkan ketegangn 
dalam masyarakat. Menurut Bertens, keadilan adalah memberikan kepada 
seiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas 
pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya, maka 
akan keadilan sosial terwujud bila hak-hak sosial terpenuhi. Sedangkan hak 
individual akan terlaksana bila hak-hak individual terpenuhi. 
 
1) Upaya Melindungi Hak-Hak Perempuan 
                                                          
40 Hasil wawancara dengan Bupati Lombok Timur, Ali bin Dahlan 
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Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Lombok 
Timur No 26 Tahun 2014, yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013, tentang lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. Disebutkan, Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin 
berpoligami (beristri lebih dari satu) dikenakan biaya satu juta rupiah, yang 
selanjutnya uang itu akan disetorkan ke kas daerah. Akan tetapi kebijakan 
Bupati ini tidak sepenuhnya dipahami secara gamblang oleh masyarakat. 
Akibatnya Perbup ini mendapat tanggapan yang beragam dan menuai 
banyak kritikan bahkan hujatan. Berita yang dilansir sejumlah media, 
ditanggapi dengan penafsiran yang cenderung emosional oleh masyarakat 
karena kurang lengkapnya informasi yang didapat.Padahal esensi adanya 
Perbup ini adalah untuk menambahkan beban atau semakin memberatkan 
persyaratan untuk bisa poligami. Aturan ini hanya ditujukan hanya untuk 
PNS di lingkup Kabupaten Lombok Timur, bukan untuk masyarakat 
umum. Penyampaian berita oleh media yang tidak berimbang 
menyebabkan sebagian masyarakat menjadi resah. Khususnya kaum 
perempuan di Lombok Timur yang bersuamikan seorang PNS. Mereka 
khawatir, suaminya akan berpoligami.Padahal, kalau masyarakat 
memahami substansi yang sebenarnya dalam aturan tersebut maka 
keresahan tidak perlu terjadi. Yang harus dipahami adalah Bupati Lombok 
Timur tidak serta merta membolehkan PNS-nya berpoligami dengan 
cukup membayar satu juta rupiah. Tapi, syarat PNS yang ingin 
berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang berlaku. 
Yaitu tetap mengacu kepada PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 
tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sipil yaitu: 
Pasal 4 
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, 
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri 
kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 
(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) 
diajukan secara tertulis. 
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari 
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permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atauuntuk 
menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat. 
Pasal 5 
(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
diajukan kepada Pejabat melalui surat tertulis. 
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri 
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau 
untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan 
danmeneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam 
jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai 
tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. 
Pasal 9 
(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari 
seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan 
dengan seksama alasan alasan yang dikemukakan dalam surat 
permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan. 
(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam 
permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus 
meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil 
yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang 
dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutansendiri atau bersama-sama dengan 
isterinya untuk diberi nasehat. 
Pasal 10 
(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh 
Pejabat apabila memenuhi sekurangkurangnya salah satu syarat 
alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. 
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; atau 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 
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a. ada persetujuan tertulis dari isteri; 
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai 
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang 
isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat 
keterangan pajak penghasilan; dan 
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan bahwa ia akanberlaku adil terhadap isteri-isteri 
dan anak-anaknya. 
d. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh 
Pejabat apabila: 
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 
b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; 
dan/atau 
e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas 
kedinasan. 
Jadi kewajiban membayar satu juta rupiah itu malah semakin 
memberatkan PNS di Kabupaten Lombok Timur yang ingin mengajukan 
ijin poligami. Selain harus memenuhi persyaratan mutlak yang telah diatur 
dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, mereka 
juga harus mengeluarkan biaya tambahan lagi sebesar satu juta rupiah. 
Kalau dicermati, aturan ini sebenarnya lebih menunjukkan keberpihakan 
dan perlindungan kepada para istri yang suaminya berstatus PNS di 
Kabupaten Lombok Timur. 
“Jadi bukan untuk mendorong orang poligami asal punya uang 
satu juta ya, itu untuk menambah berat dari peraturan-peraturan 
yang sudah memberatkan,”41 
Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang 
mengatur tentang ijin perkawinan, seorang PNS laki-laki boleh melakukan 
poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Diantaranya, syarat kumulatif  
dan syarat alternatif. Selain itu juga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu 
dari pejabat yang disampaikan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) 
                                                          
41 Kata Ali Bin Dahlan dikutip dari Kompas.com. 
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PP Nomor 10 Tahun 1983, ijin untuk beristri lebih dari satu orang hanya 
dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah 
satu syarat alternatif  dan ketiga syarat kumulatif  yang disebut dalam Pasal 
10 ayat (2) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983. 
Syarat alternatif  tersebut adalah dikarenakan istri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian, istri mendapat cacat 
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat 
melahirkan keturunan. Sementara untuk syarat kumulatif  yaitu harus ada 
persetujuan tertulis dari istri. PNS pria yang bersangkutan mempunyai 
penghasilan yang cukup banyak untuk membiayai lebih dari seorang istri 
dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak 
penghasilan. Kemudian juga harus ada jaminan tertulis dari PNS 




2) Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Bupati 
Lombok Timur 
Secara etimologi kata siyasah barasal dari akar kata yang artinya 
mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Di dalam 
kamus al-Munjid, kata siyasah diartikan dengan pemerintahan, pengambilan 
keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan atau 
perekayasaan. Terkadang siyasah diartikan memimpin dengan metode 
kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Sedangkan pengertian 
siyasah secara terminologi adalah sebuah ilmu pemerintahan untuk 
mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam 
negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan, yakni mengatur 
kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.42 
Siyasah atau yang biasa disebut dengan politik Islam merupakan 
pembahasan yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam. 
Pengaturan tersebut dengan mengedepankan unsur-unsur kemaslahatan 
dan mencegah dari perbuatan kemudharatan. Dusturiyyah merupakan 
prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan negara, seperti halnya yang 
tertuang dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat 
Istiadat. Abu A’la al-Maududi mengartikan kata Dusturiyyah sama dengan 
                                                          
42 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,cet. Ke- 4,(Jakarta: 
Raja Grafindo Persada,1999 ), hlm. 22-24. 
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Constitution dalam bahasa Inggris dan undang-undang dasar dalam bahasa 
Indonesia, kata dasar itu tidaklah mustahil berasal dari kata dustur 
tersebut.43Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah bisa diartikan 
sebagai suatu keputusan kepala negara (pemimpin) dalam mengambil 
keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. 
Kebijakan yang dibuat oleh Ali bin Dahlan dalam bentuk Peraturan 
Bupati merupakan salah satu bentuk respon terhadap persoalan-persoalan 
sosial masyarakat Lombok Timur, khususnya berkaitan dengan poligami. 
Perdebatan tentang poligami memang selalu menarik untuk 
diperbincangkan. Pihak-pihak yan mendukung maupun tidak mendukung 
poligami mengeluarkan argumen masing-masing dengan menyertakan dalil 
masing. Atas dasar itu maka Bupati  Lombok Timur mencoba membuat 
suatu kebijakan dengan melihat keadaan sosial masyarakat Lombok Timur, 
di mana praktik poligami masih tinggi. Sehingga Bupati merasa perlu 
untuk mengeluarkan kebijakan bagi aparaturnya (PNS) yang ingin 
berpoligami. Denda sebanyak Rp. 1.000.000 tersebut akan dimasukkan ke 
dalam kas daerah untuk menambah pendapatan daerah yang bisa 
digunakan untuk membuat program-program kerja pemerintah daerah 
untuk kemaslahatan masyarakat Lombok Timur. Jadi, Peraturan Bupati 
tersebut sangatlah berguna bagi masyarakat Lombok Timur. 
 
G. Penutup 
Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Bupati Lombok Timur 
yang mewajibkan membayar uang Rp. 1.000.000 bagi para PNS yang ingin 
berpoligami merupakan bentuk denda tambahan setelah syarat-syarat 
poligami yang diatur dalam perundang-undangan terpenuhi. Bukan berarti 
PNS yang ingin berpoligami dibolehkan asalkan membayar uang satu juta. 
Uang denda tersebut akan dimasukkan kedalam kas daerah dan bisa 
dipergunakan untuk keperluan-keperluan daerah lain yang bermanfaat 
bagi masyarakat Lombok Timur. Kebijakan ini sejalan dengan konsep 
siyasah dusturiyah. Di mana seorang pemimpin membuat kebijakan 
berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatur 
kehidupan masyarakat yang dipimpinya demi terwujudnya kemaslahatan 
bagi masyarakat. 
                                                          
43 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, , (Jakarta: 
Gaya Media Pratama,2007 ), hlm. 154-155. 
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Persoalan poligami di pulau lombok memang sangat selalu menarik 
untuk diperbincangkan, khususnya di daerah Lombok Timur yang hampir 
99% penduduknya menganut agama Islam. Sehingga praktik poligami 
sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dengan melihat fenomena 
ini maka Bupati Lombok Timur mengengambil kebijakan untuk menarik 
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